
 

 

 
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SUKOHARJO 
 

NOMOR: 0887/HK.01.01/K.JT-25/06/2024 
 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 0017/HK.06/K.JT-25/08/2023 TENTANG 
PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 
SUKOHARJO NOMOR 0017/HK.06/K.JT-25/06/2022 TENTANG TIM PENGELOLA 

ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  BADAN PENGAWAS 
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO  

 
 

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN SUKOHARJO 

 
 

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan 

Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi 

dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga 

berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan 

informasi hukum di lingkungannya; 

  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 

2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum; 

  c. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan 

terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 

penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan 

bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas 

dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan; 

  d. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang 

lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi 

pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama 

dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional 

yang terpadu; 

  e. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi 

hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola 

Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo; 

  f. bahwa terdapat penyesuaian penempatan Pegawai Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Bawaslu 

Kabupaten Sukoharjo; 

  g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang 

Pengangkatan Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten 

Sukoharjo Pada Pemilihan Tahun 2024. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali 








